
PENJELASAN 
 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

 

NOMOR   1    TAHUN  2014    
 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU 
 TAHUN 2014-2034 

 
I. UMUM 

 

Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi, dikelola 

dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat 
menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup 

lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang 
berkualitas. 

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang 

memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai 
jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, 

baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan 
manusia dengan manusia lain,  hubungan manusia dengan alam 
sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha 

Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 
konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut 

haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi 
yang akan datang. 

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara 
beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi 
kehidupan dan penghidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. 

Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak 
mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan 

pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. 
Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan 
besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan 

kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk 
mengatur pemanfaatannya berdasaran besaran kegiatan, jenis 
kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. 

Ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu  sebagai unsur 
lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang 

masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi  aspek alamiah 
(fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya 
dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan 

pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya 
dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan 

meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti 
juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem 
yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara 
keseluruhan.  

 

 
 

 



Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan 
suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini 

berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang 
yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang. 

Pemanfaatan ruang tidak terlepas dari pengaruh timbal balik 

antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang 
menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya 
kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan 

ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia 
seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan 

ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar 
ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh 
karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah 

dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama 
kurun waktu tertentu. 

Di sisi lain, ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup 

wilayah-wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang 
wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut 

dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan 
budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai 
kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan 

perkembangan  yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak 
ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan 

pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang 
wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) 
keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia 

dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) 
keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan 
antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas 

produktivitas masyarakat dalam arti luas. 
Perencanaan tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu, mulai dari 

proses penyusunan hingga penetapannya, dilaksanakan dengan 
melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka 

menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif.  Artinya 
sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta 

kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak 
apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Timbal balik 
antara pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi 

informasi yang menyangkut perencanaan tata ruang dan adanya 
hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh 
kegiatan/perbuatan pemerintah untuk mendapatkan informasi 

dan memberikan pendapat, mengandung makna bahwa 
mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur 

administrasi negara. Di pihak lain dapat menunjang pemerintahan 
yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu 
pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum 

mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat 
menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan 

rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi 
serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur 
musyawarah. 

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu 
diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, 
dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, 
maka rencana itu terdiri atas atas susunan peraturan-peraturan 

yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada 
rencana itu akan mempunyai akibat hukum baik bagi warga 



maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya 
administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan 

mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai 
penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dalam Pasal dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa 
Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah 
kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 

(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menciptakan 

kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah 
Kabupaten Kapuas Hulu, dan dalam rangka memberikan informasi 
yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar 

arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Kapuas 
Hulu dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan 
untuk memanfaatkan ruang secara optimal, selaras, serasi, 

seimbang, dan lestari, perlu segera disusun Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang terencana, 

tersusun, dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi 
dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju 
tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

 
Pasal 2 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 
mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar 

wilayah dan antar pemangku kepentingan di wilayah 
Kabupaten.  
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan 

perwujudan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang ingin 
dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). 

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat 
dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi 
dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana. 

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan yang 
membuat masyarakat merasa tenang dan damai dalam 

menjalankan aktivitas suatu kegiatan. 
Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan 
distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan 

nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, 
sekaligus meningkatkan daya saing. 
 

 
 

 



Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas 
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat 

ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan 
orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam 
tak terbarukan. 

 
Pasal 6 

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah 

kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, 

dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai 
tujuan penataan ruang. 

 

Pasal 7 
Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah 

kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan 
penataan ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Pasal 8 
Struktur wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem 

perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah 
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan 
wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala 

kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem 
jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi 

dan sistem jaringan sumber daya air. Dalam RTRW Kabupaten 
Kapuas Hulu digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah 
kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan 
kewenangan pemerintah daerah kabupaten. 
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana 

struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW 
Provinsi Kalimantan Barat. 

 
 
Pasal 9 

 Ayat (1) 
Pengembangan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten 
Kapuas Hulu memuat sistem perkotaan nasional yang 

ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi 
Kalimantan Barat. 

  
Ayat (2)  
        Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
        Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
       Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

       Cukup Jelas. 
Ayat (6) 
       Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas 

 
 
 

 
 



Pasal 11 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah 
jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan 
rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi 
secara berdaya guna; 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah 

jalan yang didesain berdasarkan kecepatan 
rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar 
badan jalan paling sedikit 9 meter; jalan kolektor 

primer yang memasuki kawasan perkotaan 
dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak 
boleh terputus 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah 

jalan yang didesain berdasarkan kecepatan 
rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar 
badan jalan paling sedikit 7,5 meter; jalan lokal 

primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak 
boleh terputus. 

 
 
Ayat (3)  

Cukup jelas. 
Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan ”terminal tipe B” adalah terminal 
yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan antarkota dalam  propinsi, angkutan 

perkotaan, dan angkutan perdesaan 
Persyaratan lokasi bagi pembangunan terminal tipe B 

meliputi: 

- Terletak di Kota atau Kabupaten dalam jaringan 

trayek antar kota dalam provinsi; 

- Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas 

jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB; 

- Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau 

dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 30 km; 

- Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 2 Ha; 

- Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke 

dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 30 

meter. 

 

Yang dimaksud dengan “terminal tipe C”adalah terminal 
penumpang yang melayani kendaraan umum untuk 

angkutan pedesaan. 
Persyaratan lokasi bagi pengembangan terminal tipe C 
meliputi: 

- Terletak di Kabupaten dalam jaringan trayek 

angkutan perdesaan 

 

 



- Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas 

jalan setinggi-tingginya kelas IIIA 

- Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan 

angkutan 

- Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar 

kendaraan dari terminal sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran lalu lintas di sekitar terminal. 
 Ayat (5)  
                 Cukup jelas. 

         Ayat (6) 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Cukup Jelas. 

 

Pasal 13 
 Ayat (1)  

Cukup jelas. 
 Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” 

adalah bandar udara yang mempunyai cakupan 
pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang 
melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah 

besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara 
nasional atau berbagai provinsi. 

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah 
bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani 
kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha 

pokoknya 
  

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Rencana pola ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan 
gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,baik untuk 

pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang 
belum ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi 
Kalimantan Barat.  

 
 

 
 
 



Pasal 20 
Cukup jelas. 

 
 
Pasal 21 

 Kawasan Hutan Lindung ditetapkan dengan kriteria : 
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis 

tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan 

dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 
(seratus tujuh puluh lima) atau lebih;  

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% 
(empat puluh per seratus) atau lebih;  

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) 

meter atau lebih di atas permukaan laut;  
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka 

terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima 

belas persen);  
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; atau 

6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan 
pantai.  

 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

  
Pasal 23 

Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana alam adalah 
kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana 
alam 

Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang 
diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana 

alam seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, dan tanah 
longsor. 

 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

 
Pasal 28 

Ayat (1) 

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, ditetapkan dengan 
kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, 

dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus 
dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh 
empat). 

Kawasan Hutan Produksi Tetap, ditetapkan dengan 
kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, 
dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 

124 (seratus dua puluh empat).  
 

 
 



Ayat (2) 
        Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
                 Cukup Jelas. 

 

Pasal 29 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan pertanian adalah 

kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang 
meliputi kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, 

kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering, kawasan 
pertanian hortikultura, kawasan perkebunan,dan kawasan 
peternakan. 

Kawasan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung 
ketahanan pangan daerah/nasionaljuga untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan 

kerja. 
 

Ayat (2)  
        Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

        Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

        Cukup Jelas. 
Ayat (5) 
        Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
        Cukup jelas. 

 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kawasan perikanan adalah kawasan 
yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi 
kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, 

serta kawasan pengolahan ikan. 
Yang dimaksud dengan kawasan pengolahan ikan adalah 

kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang mengolah 
hasil perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun 
budidaya perikanan. 

 
Ayat (2)  
        Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
        Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
        Cukup Jelas. 

         Ayat (4) 

         Cukup Jelas. 
 

Pasal 31 
Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan 
(KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan 

tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan 
peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya 
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang 

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan 
pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, 

serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan 
budidaya maupun kawasan lindung 



 
Pasal 32 

Yang dimaksud “kawasan peruntukan industri” adalah 
bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri 
yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. 

Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, 
tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan 

perusahaan memiliki kemapuan manajerial tertentu. Misalnya: 
industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. 
 

Pasal 33 
Yang dimaksud “kawasan peruntukan pariwisata” adalah 
kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 
Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan 

ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan 
aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta 
sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan 

melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, 
pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas 

sesuai kekuatan daya tarik wisata. 
 
Pasal 34 

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria : 
a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan 

rawan bencana; 

b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar 
kawasan; dan/atau  

c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas 
pendukung. 

 

Ayat (1)  
       Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
        Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

        Cukup jelas. 
  
Pasal 35 

Cukup jelas. 
  

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 

 Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Nasional” adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap 

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.; 

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Provinsi” adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi 

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; 



Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Kabupaten” adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 

kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan. 

 

 Ayat (2)  
Cukup jelas. 

 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

 
Pasal 39 

Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
  
Pasal 42 

Cukup jelas. 
  

Pasal 43 
Cukup jelas. 

  

Pasal 44 
 Ayat (1) 

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan 

umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan 
kabupaten Kapuas Hulu dan unsur-unsur pengendalian 

pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi 
peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana rinci 
tata ruang. 

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana 
umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang 

kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup 
di dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana rinci tata 
ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata 

ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan 
aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih 
dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan 

yang  telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan 
zonasi.  

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus,boleh dan 
tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang 
yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang 

(koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, 
koefisien lantai bangunan,dan garis sempadan 

bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta 
ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 

Ketentuan lain yang dibutuhkan antara lain, adalah 
ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan 
keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat 

komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan 
tinggi. 



 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 45 

Cukup jelas. 

 
Pasal 46 

Cukup jelas. 

 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

 
Pasal 52 

Cukup jelas. 

 
Pasal 53 

Cukup jelas. 

 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

 

Pasal 57 
Cukup jelas 

 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

 
Pasal 59 

Cukup jelas. 

 
Pasal 60 

Cukup jelas. 
 
Pasal 61 

Cukup jelas. 
 
Pasal 62 

Cukup jelas. 
 

 
 



Pasal 63 
Cukup jelas. 

 
Pasal 64 

Cukup jelas. 

 
Pasal 65 

Cukup jelas. 

 
Pasal 66 

 Ayat (1) 
Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu sesuai kewenangannya yang harus dimiliki oleh 
setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang 
digunakan sebagai alat dalam melaksanakan 

pembangunan keruangan yang tertib.  
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang 

terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki 
sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.  

 
         Ayat (2)  

                  Cukup Jelas. 
         Ayat (3) 
                 Cukup Jelas. 

 
Pasal 67 
 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah persetujuan 
pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan per-

syaratan teknis permohonan izin Lokasi. Bagi 
perusahaan PMDN/ PMA, Surat Persetujuan Penanaman 
Modal (SPPM) untuk PMDN dari Ketua BKPM atau Surat 

Pemberitahuan Persetujuan Presiden untuk PMA, 
digunakan sebagai Izin Prinsip. 

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalahPersetujuan 
lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana 
yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak 

pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk 
dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah 
memperoleh Izin Prinsip. Izin Lokasi akan dipakai sebagai 

dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui 
pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas 

tanah 
Yang dimaksud dengan “izin penggunaan pemanfaatan 
tanah” adalahizin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” 
adalah ijin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi 
sertamengendalikan terhadap setiap kegiatan 

membangun, memperbaiki dan merombak/ merobohkan 
bangunan. 
 

 Ayat (2)  
Cukup jelas. 

 
 



Pasal 68 
Ayat (1) 

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau 
upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan 

juga perangkat untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang. 

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah 
dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai 

dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif 
dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk 
perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala 

besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan 
ruang yang dikendalikan dan didorong 
pengembangannya secara bersamaan. 

 
 Ayat (2) 

                 Cukup Jelas. 
          
         Ayat (3) 

         Cukup jelas. 
 

Pasal 69 
Cukup jelas 

Pasal 70 

Cukup jelas 
  
Pasal 71 

Cukup jelas 
 

Pasal 72 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan arahan sanksi adalah arahan 

untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang 
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 
Sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 
ini mengacu pada ketetapan Undang-Undang  Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
 
Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

  

Pasal 74 
Cukup jelas. 

 
Pasal 75 

Cukup jelas. 

  
Pasal 76 

Cukup jelas. 

 
 

 
 



Pasal 77 
Cukup jelas. 

 
Pasal 78 

Cukup jelas. 

 
Pasal 79 

Cukup jelas. 

 
Pasal 80 

Cukup jelas. 
 
Pasal 81 

Cukup jelas. 
 
Pasal 82 

Cukup jelas. 
 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

  

Pasal 84 
Cukup jelas. 

  
Pasal 85 

Cukup jelas. 

 
Pasal 86 

Ayat (1) 

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan 
dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti 

pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang 
penataan ruang dan hukum. 

 

Ayat (2)  
        Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
         Cukup Jelas. 
 

Ayat (4) 
       Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

        Cukup Jelas. 
Ayat (6) 

        Cukup jelas. 
 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

  

Pasal 89 
Cukup jelas. 

  

Pasal 90 
Cukup jelas. 

  
 



Pasal 91 
Cukup jelas. 

 
Pasal 92 

Cukup jelas. 
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